Menimbang

BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 6! TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

a.bahwa untuk menindaklanjuti penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-
2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru, maka perlu ditindaklanjuti

dengan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)

dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Permbangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka
perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone 2024-2026;




c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

11.

12.

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara FEvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
288);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone Tahun 2022-2041 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Berita
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 -

2026
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah sesui dengan potensi yang dimiliki daerah.
Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi,
bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota
untuk kota.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah sesuai dengan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalaam jangka waktu tertentu.
Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-
2026

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
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22,

23.

24.

25.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka Kkerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis daerah/ perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan

dalam bentuk keluaran (outpuf), hasil (outcome), dan dampak (impact).

BAB II
UMUM
Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat

(2)

Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang

disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah
menjabarkan RPD tahun 2024-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah untuk

periode waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
adalah:
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a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPD
Tahun 2024-2026;

b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan,

kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu)
tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5
(1)  Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-
2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII: PENUTUP

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPD.

Pasal 7
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran,
indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan

melalui pemantauan dan supervisi.
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(2)

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja
Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi

(2)

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan,
Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi
langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagiamana dimaksud pada ayat (2) kepada

Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap

dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan

penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

AUTENTIFIKASI




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,
Pada tanggal 9 Mei 2023
BUPATI BONE /$

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI I!LA UDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 4
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